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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kematian Suporter Di Stadion
Kanjuruhan Dalam Ketentuan Hukum Pasal 359 KUHP”. Penelitian ini
dilatarbelakangi dengan adanya aksi fanatik suporter yang berlebihan dalam
pertandingan antara Arema FC dengan Persebaya yang dilaksanakan pada tanggal
1 Oktober 2022 pukul 20:00 WIB, yang berakhir dengan anarkis dengan menelan
korban sebanyak 135 jiwa. Awalnya pertandingan berjalan lancar hingga
mencapai skors 3-2 dengan kemenangan didapat Persebaya. Kemudian, suporter
masuk ke lapangan sehingga aparat mengerahkan 4 unit barakuda untuk ofisial
dan pemain Persebaya. Selanjutnya, terdapat sebanyak 11 personel yang
menembak gas air mata ke arah selatan sebanyak 7 tembakan, utara sebanyak 3
tembakan ke arah lapangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui
pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus kematian suporter di Stadion
Kanjuruhan berdasarkan ketentuan hukum pasal 359 KUHP, dan Untuk
mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap pertanggungjawaban pidana
dalam kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini ialah jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dengan
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, data primer data
yang diperoleh Sumber utamanya yaitu Al-Qur’an dan kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki kaitannya dengan judul penelitian data
sekunder ialah berupa jurnal, makalah, buku-buku, ataupun litertaur lainnya, yang
berkaitan dengan ketentuan hukum dalam pasal 359 KUHP tentang pidana pada
kasus kematian, data tersier yang berupa kamus, ensiklopedia, dll. Hasil penelitian
Kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan termasuk dalam tindak pidana
pembunuhan dengan unsur kelalaian, ketentuan berupa unsur-unsur yang terdapat
dalam pasal 359 KUHP yang mengakibatkan matinya seseorang telah terpenuhi
secara hukum, sehingga pada kasus ini tersangka atau pelaku tindak pidana sudah
seharusnya terjerat dalam pasal 359 KUHP karena menyebabkan orang lain
meninggal dunia, dengan ancaman penjara selama 5 tahun dan ancaman kurungan
selama 1 tahun. Berdasarkan pada hukum pidana islam, kasus kematian supoter di
stadion Kanjuruhan termasuk pada pembunuhan tidak disengaja (al-gathl al-
khata’). Maka baginya tidak dikenakan Hukum gishash karena motif terjadinya
tersebut disebabkkan ketidak sengajaan. Namun, hanya dikenakan hukuman diyat
atau denda 100 ekor unta yang ditimpakan kepada keluarga si pelaku tersebut
serta boleh di angsur selama tiga tahun.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Pertanggungjawaban, Suporter.



Pedoman Transliterasi

Pada translite dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama
No. 158 Tahun 1987 dan No.

dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI
0543b/U/1987.

1. Konsonan :
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2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal

tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat, Contoh :

Tanda Nama Latin Contoh
[ Fathah A G
) Kasrah I (e
) Dhammah U &)

b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh :

Tanda Nama Latin Contoh
= Fathah dan ya Ai S E
& Fathah dan waw Au Js

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).
Contoh :
Tanda Nama Latin Contoh Ditulis
\le Fathah dan alif A/a \& e Mata/
atau Fathahdan
- Rama
alif yang
e menggunakan s
huruf ya




& Kasrah dan ya in g Qila

° 2

54 Dhamah dan waw Ula &340 Yamiitu

4. Ta Marbuthah
Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut :

a. Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat fathah, Kasrah dan dhammah
maka transliterasinya adalah huruf t :

b. Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf h :

Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua
kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :
Jib$1423; =  Raudhawd arhfal
3l daddl = Al-Madinah al-Munawwarah
il = Al-madrasah ad-diyah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf
yang bertanda syaddah tersebut, Misalnya :

G = Rabband aF = Nazzala
Moo= Al-birr &l = Al-hajj

6. Kata Sandang al
a. Diikuti oleh huruf as-Syamsiyah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya,
yaitu huruf [I] diganti dengan huruf yang mengikutinya. Contoh :

Ml = As-Sayyidu QE = At-Tawwdbu
dadl = Ar-Rajulu Ouadl) = As-Syams

b. Diikuti oleh huruf al-Qamariyah, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan
bunyinya. Contoh :

ol = Al-Jaldl gali = Al-badi’u
Qg = Al-Kitab sl = Al-gamaru



Catatan : kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan
diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-
Qamariyah.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan aposssstrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata,
hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh :

G38E = Ta khuziina el = Umirtu
$13gl) = As-Syuhada’ pald = Fa'ti bihd

. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan
tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca
(dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata

setelahnya.
Contoh :
Arab Semestinya Cara Transliterasi
Jusli 13850 5 Wa aufii al-kaila Wa auful-kaila
o) e A Wa lillahi ‘ald al-nas Wa lillahi ‘alannds
Lujdall b (i Yadrusu fi al-madrasah | Yadrusu fi-madrasah

. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa
Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk awal kalimat, awal nama
dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata
sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama,
bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

Kedudukan Arab Transliterasi
Awal kalimat ALl G e (b Man ‘arafa nafsuha
Nama diri Jsw) V) Madlag Wa ma Muhammadun illd
rasil
Nama tempat 5,554l 43 aal) e | Minal-Madinatil-Munawwarah
Nama bulan O Uy ygd 1l syahri Ramadana

Vi




Nama diri didahului al 2 LA cad Zahaba as-Sydfi i

Nama tempat didahului al AT Raja’a min al-Makkah

10. Penulisan Kata Allah
Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri

sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau

harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital,

Contoh :
a3
A o

Walldhu A& B Fillghi
Minallahi & = Lillahi

vii
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang, hampir setiap tindak pidana yang terjadi di
Indonesia dilakukan secara kelompok atau lebih dari satu orang. Salah satu
tindakan kriminal yang menonjol untuk saat ini adalah tindak pengeyorokan dan
menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan sosial. Berbagai
bentuk tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti kekerasan fisik yang
dilakukan bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka pada korban, cacat fisik,
bahkan kematian.

Dalam berbagai kasus, tidak sedikit kelompok yang telah merencanakan
pengeroyokan karena beberapa faktor misalnya pencemaran nama baik, dendam,
penghianatan, harga diri, atau motif lainnya. Sedangkan terdapat pula tindak
pengeroyokan yang terjadi dengan tidak sengaja yang disebabkan karena faktor
perkelahian atau perselisihan paham, atau pertengkaran yang mendorong
terjadinya tindak pengeroyokan secara tidak sengaja.

Kekerasan yang telah dilakukan secara bersama-sama ataupun seorangan
semakin mengalami peningkatan dan meresahkan baik itu bagi masyarakat
maupun aparat penegak hukum. Didalam hukum islam, tindak pidana yang
melibatkan lebih dari orang atau dalam suatu delict yang bersangkut dikenal
dengan istilah penyertaan. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku 1l
Bab V yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban umum
yang terdapat dalam pasal 153-181 dan dalam ayat (1) pasal 170 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “barang siapa dengan terang-



terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap
orang atau barang terancam pidana paling lama lima tahun enam bulan.!

Dalam hukum Islam, apabila terdapat suatu tindakan pidana dengan
beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindakan jarimah
maka perbuatannya tersebut dapat disebut dengan jarimah atau dikenal dengan
istilah  Al-Isytirak atau biasa dikenal dengan penyertaan. Islam membagi
penyertaan menjadi dua yaitu orang yang tidak turut secara langsung dan orang
yang turut secara langsung. Dalam hukum pidana Islam para fukaha telah
membedakan penyertaan menjadi dua bagian,? yaitu sebagai berikut;

1. Syarik mubasyir yang perbuatannya dikenal dengan isytirak mubasyir
yang merupakan turut berbuat langsung dalam tindakan jarimah.

2. Syarik mutasabbib yang dalam perbuatannya dikenal dengan isytirak
ghairul mubasyir/isytirak bit-tasabubi yang merupakan tidak turut
langsung dalam tindakan jarimah.

Hukum pidana Islam telah memberikan dasar hukum pada pihak yang
terpidana mengacu pada Al-Qur’an yang suatu perbuatan jarimah bahwa
mendapat mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatan itu yaitu Qishash.
Terdapat dalam firman Allah SWT. QS. Al-Bagarah ayat 178, yang berbunyi:
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' Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta:Rineka Cipta, 2005), 70.

2Ahmad Wardani Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar
Grafika, 2004), 67.

¥ Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegak Syariat dalam Wacana dan
Agenda, (Jakrta: Gema Insani Pers, 2003), 36.



Artinya: “Wahai  orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu
(melaksanakan) gisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang
merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya,
perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf
dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar
diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah
keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas
setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Demikian pula dalam syari’at Islam, sebelum diberlakukan aturan dan
ketentuan hukum terlebih dahulu diungkapkan oleh Al-Qur’an dan sunnah Nabi
yang sekaligus menjadi sumber hukum bagi umat Islam. Sebagaimana telah

dijelaskan dalam Al-Qur*an Surat Al- Isra®, ayat 33 tentang pembunuhan :

SIS A 3y S Uik 435 s 388 Ugthaa 08 (e BalL W1 s ol ol B Y
\Ja) 2.

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuh) nya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan

barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah
memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu

melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang
yang mendapat pertolongan.”

Terdapat salah satu fenomena yang sering menjadi permasalahan hukum
yaitu main hakim sendiri, dimana suatu tindakan orang atau masa menyelesaikan
masalah tidak berdasarkan pada aturan-aturan hukum. Salah satu bentuk main
hakim sendiri adalah pemukulan atau pengeroyokan masa yang sering terjadi
karena emosi semata yang tidak dapat terkontrol. Pada tindakan ini dapat
melanggar sisi norma hukum karena dalam masyarakat tidak diperbolehkan
mengambil tindakan sendiri secara sewenang-wenang yang menyangkut tindakan

hukum atau yang telah dikeluarkan aturan.



Seperti yang telah diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
bukanlah sebuah negara yang berdasarkan pada kekuasaan melainkan kepada
hukum. Berdasarkan pada uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa di
Indonesia hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk memberi batasan
pada tingkah laku kehidupan manusia dengan tugas untuk memberi jaminan
adanya suatu kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. *

Sebenarnya hukum merupakan sebagian dari cermin yang terdapat dalam
ruang lisngkup hidup dengan kehidupan sosial bermasyarakat hukum terbentuk.
Terdapat suatu peraturan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu tidak senantiasa
melakukan perbuatan yang menjadi bagian penghalan dalam suatu transfromasi
sosial. Dengan adanya perilaku masyarakat tersebut terdapat perilaku masyarakat
yang paham pada hukum sebagai awal kekuatan dari ketentraman hidup
bermasyarakat. Namun, dengan minimnya suatu rasa kesadaran dalam masyarakat
mmenjadi penyebab timbulnya rasa tidak kepercayaan bagi masyarakat atau
aparat penegak hukum dan pemerintah, hal itu yang menyebabkan terjadinya
tindakan kriminalitas di Indonesia. °

Dengan berbagai perkembangan kejahata-kejahatan tindak pidana
sebagaimana telah diketahui, bahwa peran hukum memiliki kedudukan yang
begitu penting dalam menangani bagian-bagian dari persoalan. Terdapat sebuah
instrumen hukum yang ikut diperlukan dalam menyelesaikan pembentrokan atau

tindak kejahatan yang telah terdapat dalam lingkup masyarakat. salah satu bentuk

* Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya:Bina llmu,
1987), 21.

> Zamhari Abidin, Pengertian dan Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1996), 84.



atau cara untuk mengendalikan atau mencegah kejahatan tersebut ialah dengan
ditegakkannya hukum pidana dengan sanksi berupa pidana.®

Di Indonesia terdapat salah satu perbuatan kriminal pengeroyokan yang
kerap terjadi yang disebabkan oleh suporter. Suporter merupakan suatu bentuk
dari perkumpulan individu-individu dengan jumlah yang sangat banyak yang
tidak tertata dan terjadi karena adanya tujuan kesamaan tujuan untuk menonton
suatu pertuntujukkan baik itu pertandingan, atau sebagainya.” Suporter sepak bola
merupakan suatu bentuk bagi beberapa gerombolan yang berada dalam lokasi
yang sama, tidak saling mengetahui, dan memiliki kepribadian yang peka.®
Suporter merupakan bagian dari klub sepak bola, yang dalam suatu tempat atau
lapangan biasanya terdiri dari dua kelompok suporter untuk memberikan
dukungan pada tim masing-masing.

Perilaku suporter sepak bola dapat terlihat seperti salah satu bentuk
problem sosial dan hukum yang merupakan akibat dari berbagai pengaruh yang
muncul, yang diakibatkan dari sebagian sikap negative dari suporter yaitu sikap
brutal atau anarkis yang tergolong dalam tindak kekerasan, kriminal atau tawuran
yang dapat berujung pengeroyokan dengan berbagai jenis korban baik itu luka-
luka ringan, berat, cacat, hingga kematian dan non fisik berupa kerugian materil

tertentu. Selain itu juga dapat memberikan rasa cemas dan takut bagi masyarakat.’

® Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni
1998), 148.

” Soerjono Soekanto, Suatu Pengantar Sosiologi, (Jakarta:Rajawali Press), 81.

8 Soeprapto, Materi Kuliah Sosiaologi Hukum, (Tangerang: Unirsitas terbuka, 2012), 32.

%Soetomo, Masalah sosial dan Upaya Pemecahannya, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,
2008), 83.



Aksi fanatik suporter yang berlebihan dapat memicu terjadinya rivalitas
antar suporter tim sepak bola yang beiasanya berujung permusuhan, yang
merupakan adanya pengaruh yang kuat dari ikatan sebagai penyokong tim sepak
bola yang mempunyai rasa cinta kepada tim sehingga apabila terjadi kekalahan
dapat memberikan rasa kecewa mendalam yang berakhir dengan bentrok. Seperti
pada salah satu kasus terbaru yang masih hangat menjadi perbincangan publik
yaitu kasus Stadion Kanjuruhan yang menyebabkan kematian suporter yang
merupakan wujud dari rasa kekecewaan.

Tragedi Kanjuruhan merupakan pertandingan antara Arema FC dengan
Persebaya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 20:00 WIB,
yang berakhir dengan anarkis dengan menelan korban sebanyak 135 jiwa.
Awalnya pertandingan berjalan lancar hingga mencapai skors 3-2 dengan
kemenangan didapat Persebaya. Kemudian, suporter masuk ke lapangan sehingga
aparat mengerahkan 4 unit barakuda untuk ofisial dan pemain Persebaya.
Sementara itu, semakin banyaknya penonton yang masuk ke lapangan didalam
stadion sehingga anggota kemanan mengerahkan kekuatan penuh, termasuk untuk
memberi kemanan pada penjaga gawang Arema FC Adilson Maringa.

Selanjutnya, terdapat sebanyak 11 personel yang menembak gas air mata
ke arah selatan sebanyak 7 tembakan, utara sebanyak 3 tembakan ke arah
lapangan. Hal inilah yang menyebabkan paniknya para suporter yang berusaha
meninggalkan arena. Kemudian penonton keluar melalui pintu 3, 11, 12, 13, dan

14, yang seharunya ke-14 pintu tersebut dibuka dalam waktu 5 menit sebelum



pertandingan berakhir ternyata belum terbuka secara sempurna atau hanya terbuka
selebar 1,5 meter dan steward tidak berada di lokasi.

Adanya oknum supoter yang melakukan tindakan-tindakan provokatif
dengan menaiki pagar dan melemparkan benda-benda, PT Liga Indonesia Baru
juga seolah tutup telinga dengan berbagai kritikan-kritikan untuk perubahan
jadwal pertandingan liga 1, dan setelah terjadinya tindak anarkis suporter pihak
kepolisian tetap bersikeras melakukan tembakan gas air mata yang mengatakan
bahwa telah sesuai dengan prosedur, padahal terdapat aturan FIFA yang melarang
penggunaan gas air mata di dalam stadion.

Berdasarkan pada hasil pendalaman olah TKP, PT LIB tidak melakukan
verifikasi terlebih dahulu sebelum stadion dipakai, yang ternyata menggunakan
verfikasi hasil pada tahun 2020 yang lalu. Kemudian tiket yang dijual sebanyak 42
ribu, sedangkan stadion hanya mampu menampung sebanyak 38 ribu saja.
Selanjutnya, terdapat tiga personel polri yang memberikan perintah untuk
melakukan tembakan gas air mata, yaitu Komandan Kompi Brimob Polda Jatim
AKP Hasdarman, Komandan Pleton Brimob Jatim Aiptu Budi Purnanto, dan
Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi dan sebanyak 11
personel yang telah menembak gas airmata di dalam stadion.

Dalam kasus ini tersangka terjerat dengan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360
KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, Pasal 52 UU nomor 11
tahun 2022 tentang keolahragaan, Pelanggaran regulasi statuta FIFA, pasal 19B
tentang senjata api dan gas air mata tidak boleh dipakai polisi saat mengamankan

pertandingan di stadion.



Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk
melakukan sebuah penelitian mengenai ketentuan KUHP tentang pidana terhadap
peristiwa di Stadion Kanjuruhan dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum
Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kematian
Suporter Di Stadion Kanjuruhan Dalam Ketentuan Hukum Pasal 359
KUHP”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan
yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus kematian
suporter di Stadion Kanjuruhan berdasarkan ketentuan pasal 359 KUHP?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban

pidana dalam kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian
ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus
kematian suporter di Stadion Kanjuruhan berdasarkan ketentuan pasal 359
KUHP.

2. Untuk  mengetahui  tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap
pertanggungjawaban pidana dalam kasus kematian suporter di Stadion

Kanjuruhan.



D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik
secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis
Penelitian ini di harapkan mampu menjadi bahan sumbangan
pengetahuan dalam ilmu hukum terutama dalam ketentuan hukum pasal
359 KUHP tentang pidana dalam kasus kematian suporter di Stadion
Kanjuruhan.

2. Praktis
Bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang, khususnya pada mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam
untuk dapat menjadi referensi sebagai rujukan untuk penelitian

selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Pada hakikatnya penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan suatu
penegasan atas batas-batas logis dalam penelitian dan juga merupakan petunjuk
atau sebagai acuan bagi peneliti untuk mempertimbangkan apa yang sesuai dan
relevan terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam membahas dan mengkaji
penelitian ini, penulis membutuhkan landasan serta acuan yang kuat untuk
mendukung penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan

acuan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. Rahma Wati (2019), dengan judul skripsi “Penegak Hukum Tindak Pidana

Terhadap Pengeroyokan Suporter Sepak Bola Yang Mengakibatkan
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Kematian Di Yogyakarta”. Fakultas Hukum, Universtas Ahmad Dahlan
Yogyakarta. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor yang telah
mempengaruhi penyebab terjadinya bentrok antar suporter bola di
Yogyakarta yang menyebabkan kematian, dan untuk mengetahui penegak
hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan tersebut. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative empiris, jenis
penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan sumber data yang terdiri dari
data primet, sekunder, tersier. Data primer berupa wawancara, dan data
sekinder dan tersier sumber hukum primer, dengan analisis data
menggunakan metode kualitatif.

Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa
terdapat faktor penyebab tindak pidana pengeroyokan yang terjadi adalah
fanatisme suporter, rivalitas suporter, area penyebaran suporter,
lingkungan, sosial media, perbedaan persepsi, komunitas, komunikasi,
dan rasa keinginan utnuk menjadi nomer satu. Penegak hukum telah
melakukan berbagai upaya dalam pecegahan dan telah melakukan upaya
penindakan berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku yang bersifat
perorangan yang dijerat pasal 170 KUHP, 351 KUHP, dan 358 KUHP.

. Achmad Basofi (2018), dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana
Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 41/PID.B/2016/PN.Sragen
Tentang Perkelahian Antar Suporter Sepak Bola Di Sragen Jawa Tengah.
Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian bertujuan untuk
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mengetahui pertimbanagn hakim dalam putusan pemgadilan dan tinjauan
Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim. Data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data mengenai pertimbangan
hakim dan data tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan
hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi,
dan olah data berupa editing, organizing, dan analizing, serta teknik
analisis data deksripstif, analisis, dan pola pikir deduktif. Dengan hasil
penelitian dalam putusan nomor 41 tersebut yang menjadi pertimbangan
hakim adalah suatu hal yang memberatkan yaitu berupa perbuatan-
perbuatan para terdakwa yang memberikan rasa resah bagi masyarakat.
sedangkan adapun hal yang dapat memberikan keringanan bagi terdawka
yaitu para terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat kasus hukum, dan
perjanjian tidak ada pengulangan perbuatan.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam perkelahian antar suprter
tersebut yang menyebabkan kematian maka hukumannya adalah Qisas
yaitu hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Apabila pelaku dan
korban memilih jalan damai maka akan dikenakakan hukuman ta zir.
Dengan demikian menurut Hukum Pidana Islam dalam Putusan
Pengadilan Negeri Sragen yang dilakukan oleh keempat terdakwa dapat
dipandang sebagai hukum Qisas.

. Muhammad Fahrizal (2020), dengan judul skripsi Perlindungan Hukum

Terhadap Penonton Sepak Bola Bertiket Resmi Ditinjau Dari Undang-
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Undnag Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di
Stadion Moch. Soebroto Magelang), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini merupakan jenis
penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian
dilakukan terhadap panitia pelaksana dan penonton sepak bola di Kota
Magelang dalam menangani kasus penolakan untuk masuk ke stadion
meski telah memilki tiket resmi.

Hasil dalam penelitian ini yaitu masih banyak dijumpai penonton-
penonton sepak bola atau suporter yang memiliki tiket resmi ditolak untuk
masuk ke dalam stadion dan tidak terpenuhi haknya sebagai seorang
konsumen. Tidak terpenuhinya hak-hak suporter sebagai konsumen
melanggar pasal 4 huruf ¢ UUPK, pasal 7 UUPK, dan pasal 4 UUPK
huruf a.

Nurhasanah (2019), dengan judul penelitian Pertanggungjawaban Tindak
Pidana Pengeroyokan Dalam Perskektif Hukum Pidana Islam, Jurusan
Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan
Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk meihat bentuk
pertanggung jawaban terhadapan tindak pidana poengeroyokan yang
berdasarkan hukum pidana islam dalam tindak pidana. Metode yang
digunakan adalah pendekatan yuridid normatif dengan data sekinder
berupa studi pustaka, dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber yang
didapat melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku yang memiliki

kaitannya dengan tindak pidana pengeroyokan.
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Hasil yang diperolen dalam penelitian ini adanya pertanggung
jawaban hukum pidana yang telah memenuhi unsur sebagaimana yang
telah tercantum daslam pasal 170 yang terancam pidana paling lama 5
tahun 6 bulan, jika memberikan dampak luka-luka pada korban maka
pidana sebanyak 7 tahun, jika luka berat sebanyak 9 tahun, dan jika
berdampak pada kematian pidana paling lama 12 tahun. Dan dalam hukum

Islam tindak pidana termasuk dalam jarimah gisas (pembalasan).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dengan tinjauan
yuridis noematif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti berdasarkan pada bahan pustaka atau sekunder.*
2. Jenis data dan sumber data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, maka sumber
penelitian yang pertama berasal dari kepustakaan, yang dalam kepustakaan hukum
sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum merupakan segala sesuatu
yang yang didapat dipergunakan atau di pakai sebagai tujuan untuk menganalisis
suatu hukum yang masih berlaku.** Data sekunder yang sumbernya diperoleh

melalui studi kepustakaan dengan bahan-bahan yaitu, sebagai berikut:

10 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), 17-18.
! Ishag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi,
(Bandung: Afabeta, 2017), 158-159.
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1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pokok yang diperlukan oleh
peneliti, diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber utamanya yaitu
Al-Qur’an dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang
memiliki kaitannya dengan judul penelitian.

2) Bahan hukum sekunder, merupakan data yang diambil dari berbagai
sumber yang memiliki relevansi dengan penelitian dapat berupa
jurnal, makalah, buku-buku, ataupun litertaur lainnya, yang berkaitan
dengan ketentuan hukum dalam pasal 359 KUHP tentang pidana pada
kasus kematian.

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang dapat memberikan
penjelasan lebih mendalam mengenai data yang telah di peroleh
berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa
kamus, ensiklopedia, dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, setelah penulis mendapatkan data dari penelusuran
dan dilanjutan dengan pengunduhan dokumen resmi, berita melalui tv, media
sosial, dan penyimpannya dalam bentuk elektronik. Maka, teknik pengumpulan
data dengan cara menganalisis keseluruhan berita dan dalam bentuk dokumen
resmi. Kemudian dilakukan tahap lanjutan berupa verifikasi terhadap bagian-
bagian literatur yang dapat dianalisis.Verifikasi ini dibutuhkan agar tidak ada

pelebaran dalam aspek pembahasan dari obyek yang diteliti.
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4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang dipakai adalah metode deskriptif analitis,
yaitu suatu analisa yang berangkat dari mendeskripsikan pertanggungjawaban dan
ketentuan hukum pidana islam dan pasal 359 KUHP tentang pidana pada kasus
kematian di Stadion Kanjuruhan, lalu menganalisa dengan Kkritis sehingga dapat
melihat makna, nilai dan maksud yang dikehendaki dalam konsep tersebut, serta
memberi kesimpulan sehingga dapat diperoleh pemahaman yang signifikan.
Adapun metodologi dalam menganalisa data pada penelitian ini meliputi:

1) Metode Deskriptif, yaitu dengan memaparkan uraian suatu peristiwa.
Uraian ini adalah untuk mengidentifikasi detail dari suatu peristiwa yang
terjadi di Stadion Kanjuruhan.

2) Metode Interpretatif, adalah dengan menyelami data yang terkumpul,
kemudian menginterpretasikan maksud yang telah dijelaskan peneliti
tersebut.

G. Sistematika Penelitian
Untuk mempermudah peneliti dalam menulis dan membahas serta
menyusun penelitian ini, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu sistematika
dan penyusunan secara menyeluruh berdasarkan garis besar penelitiannya.
Penelitian ini terdiri atas lima bab antara lain :
Bab I: Pendahuluan
Peneliti menjelaskan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Penelitian ini

terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuaan penelitian, manfaat
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penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitiann serta
sistematika penelitian.

BAB Il : Tinjauan Umum

Dalam bab ini peneliti secara khusus menjelaskan teori-teori yang terdapat
dalam skripsi yang terdiri atas: tinjauan umum mengenai suporter bola,
tindak pidana, tindak pembunuhan dalam Islam, pertanggungjawaban
pidana, hukum pidana Islam, dan ketentuan hukum pasal 359 KUHP.

Bab I11: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan hasil dari penelitian bab ini menguraikan hasil
dari rumusan masalah dalam penelitian,dan menguraikan dari hasil yang
didapat oleh peneliti dalam bentuk deskripsi analisis secara mendalam
mengenai hasil.

Bab 1V: Penutup

Peneliti menyajikan hasil akhir dari penelitian atau hasil kesuluruhan dari
penelitian berupa kesimpulan yang peneliti dapat dari hasil penelitian. Dan

ditambah dengan saran-saran serta daftar pustaka.



BAB I1
GAMBARAN UMUM KEALPAAN PETUGAS PUBLIK DALAM
PELAKSANAAN TUGASNYA DI STADION KANJURUHAN

A. Pengertian Tugas Publik

Tugas secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib
dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi
secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan
program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu
organisasi.

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam
Moekijat, tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur
dalam suatu jabatan. Sementara Stone dalam Moekijat, mengemukakan bahwa
suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk
mencapai suatu tujuan tertentu. Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas
merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu
menurut John & Mary Miner dalam Moekijat, menyatakan bahwa tugas adalah
kegiatan pekerjaantertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.*?

Pengertian tugas menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan
yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan dan dilakukan pekerjaan yang
menjadi tangggung jawab seseorang. Definisi tersebut memiliki persepsi yang
sama dengan definisi tugas menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal, yaitu

rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan

12 Moekijat, Analisis Jabatan, ( Bandung: Mandar Maju, 1998), 9-10.

17
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olen seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok
aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. **

Pengertian publik adalah sekelompok orang (individu) yang masing-
masing memiliki kepentingan dalam hubungan antar manusia (sosiologis). Istilah
publik diserap dari bahasa Inggris public yang secara etimologis berasal dari
bahasa Latin, publicus yang berarti untuk orang for populicus. Populicus berasal
dari kata populus yang berarti orang (people).

Menurut Herbert Blumer, sekelompok orang yang dihadapkan pada suatu
permasalahan dengan berbagai pendapat mengenai cara pemecahan persoalan
tersebut, serta terlibat dalam diskusi mengenai persoalan itu merupakan
publik.Sedangkan Emery Bogardus mendefinisikan Publik adalah sejumlah orang
yang bersatu dalam satu ikatan dan mempunyai pendirian sama terhadap suatu
permasalahan sosial.

Menurut Inu Kencana Syafiie, arti dari kata publik itu sendiri adalah
“sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap,
dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka
miliki”. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa publik adalah sejumlah
manusia atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan pendirian yang
sama di negaranya.

Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
diuraikan bahwa pelayanan publik adalah : Segala bentuk kegiatan dalam rangka

pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang

3 Zainal dan Nining Haslinda. Analisis Kesesuaian Tugas Pokok Dan Fungsi
Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makasar, (Makasar: Fisipol, 2008), 22.
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dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *

Menurut AG. Subarsono publik berkaitan dengan pelayanan yang
didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik
untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Menurut Sinambela dkk (2011),
pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan
aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.*

Dari berbagai pengertian tugas publik di atas dapat disimpulkan definisi
tugas publik adalah pemberian pelayanan (melayani) yang dilaksanakan oleh
penyelenggara publik (petugas) mulai dari segala bentuk kegiatan dalam rangka
pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya sesuai
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan sebagai upaya untuk
pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat.
Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi
berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan masyarakat.

B. Tugas-Tugas Saat Pelaksanaan Pertandingan

Sebuah pertandingan sepak bola di suatu stadion tidak bisa dilepaskan dari
peran petugas publik yang bertugas di luar lapangan yang berfungsi untuk

keselamatan dan keamanan untuk menjaga dan mengamankan situasi.'® Berikut

' Syafii Inu Kencana, dkk, llmu Administrasi Publik, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 18.

> AG Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2005), 141.

'® https://detik.com. (Diakses pada 10 maret 2022).
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beberapa petugas publik yang memiliki peran penting dalam sebuah pertandingan
di Stadion:
1. Safety Steward

Dalam suatu pertandingan sepak bola, adu gengsi antar supporter
kedua tim terkadang menimbulkan tensi panas yang memicu kericuhan.
Selain itu, kesempatan untuk melakukan tindak kriminal seperti
pencopetan barang-barang berharga milik seorang suporter yang sedang
asik menikmati pertandingan sepak bola juga sangat mungkin terjadi.
Maka dari itu, stewardess yang biasa berdiri menghadap penonton inilah
yang berjasa untuk meminimkan hal-hal yang mengganggu kenyamanan
penonton lain.

Mereka biasanya lebih mirip seperti seorang security di dalam
lapangan, namun juga selalu didampingi pihak kepolisian dalam
mengawal jalannya pertandingan. Tak menutup kemungkinan, bahwa
mereka dulunya juga pensiunan dari kepolisian. Dan pertandingan liga
primer Inggris adalah yang paling sering terlihat bagaimana seorang
stewardess sedang berjaga dengan sangat tertib. Walaupun liga-liga lain di
beberapa negara di dunia juga memanfaatkan jasa mereka untuk alasan
keamanan dan ketertiban penonton, terlebih bagi para suporter-suporter
klub yang terkenal provokatif dan anarkis.

Keamanan adalah salah satu elemen penting dalam sebuah
pertandingan, seperti yang tercantum dalam regulasi FIFA dan PSSI.

Terdapat 58 pasal dalam 'Regulasi Keselamatan dan Keamanan' yang
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dikeluarkan PSSI pada 2021. Mengacu pada regulasi tersebut disebutkan
pula yang dimaksud petugas keselamatan dan keamanan (safety & security
officer) adalah individu yang bertanggung jawab atas perihal keselamatan
dan keamanan pada pertandingan resmi PSSI.

Selain istilah petugas keselamatan dan keamanan terdapat pula kata
stewards yang diartikan sebagai sekelompok individu yang ditunjuk oleh
penyelenggara pertandingan untuk membantu pelayanan dan keselamatan
serta keamanan. Kewajiban dan tanggung jawab petugas keselamatan dan
keamanan serta stewards pun berada di pasal yang berbeda. Petugas
keselamatan dan keamanan memiliki sederet kewajiban, seperti tercantum
pada pasal 3 ayat 2 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI:

a. Mengembangkan, menerapkan dan meninjau kebijakan dan
prosedur Keselamatan dan Keamanan, termasuk manajemen dan
perencanaan risiko;

b. Menjadi penghubung utama antara Otoritas Publik dan Panpel
yang berkaitan dengan pengelolaan Keselamatan dan Keamanan
untuk Pertandingan;

c. Mengelola operasi Keselamatan dan Keamanan Pertandingan
termasuk sumber daya, pembekalan, serta penempatan; dan

d. Memastikan bahwa infrastruktur Stadion, sistem dan peralatan
telah disertifikasi.

Selain itu pada pasal 3 ayat 3 disebutkan pula petugas keselamatan

dan keamanan (safety & security officer) harus terlatih dan berpengalaman
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dalam hal pengendalian massa, keselamatan dan keamanan pada rangkaian

pertandingan/turnamen sepakbola serta memiliki kualifikasi sesuai dengan

kerangka hukum nasional yang relevan (jika ada).'’

Dalam pasal 4 yang mengatur rencana keselamatan dan keamanan

disebutkan kewajiban petugas keselamatan dan keamanan:

a.

Memastikan bahwa dokumen kebijakan keselamatan dan
keamanan penonton di Stadion telah dibuat.

Memastikan bahwa rencana kontingensi Stadion telah dibuat secara
tertulis dan telah diuji.

Berkoordinasi dengan pemangku otoritas publik mengenai
prosedur darurat dan rencana penanganan insiden.

Berkoordinasi dengan pemangku otoritas publik mengenai tingkat
kebijakan dan dukungan dari masing-masing otoritas.
Mengkoordinasikan prosedur untuk menampung semua penonton,
termasuk penyandang disabilitas, orang lanjut usia, keluarga dan
anak-anak, serta jika dimungkinkan penonton pendukung tim tamu.

Selanjutnya pada pasal 5 dituliskan petugas keselamatan dan

keamanan bertanggung jawab atas produksi dokumen penilaian resiko untuk

semua pertandingan termasuk aktivitas tambahan, seperti pembukaan atau

upacara penghargaan. Masukan harus disediakan oleh pemangku otoritas

lokal, bila diperlukan otoritas nasional, dan semua layanan darurat yang

relevan, seperti kebakaran dan ambulans.

YHittps://Sport.detik.com. (Diakses pada tanggal 29 September 2022).
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Sementara terkait kebijakan keselamatan dan keamanan penonton Petugas
keselamatan dan keamanan bersama tim manajemen keselamatan dan
keamanan wajib memproduksi dokumen kebijakan keselamatan dan
keamanan penonton untuk setiap Stadion yang didistribusikan ke semua
pemangku otoritas publik sebagaimana tercantum pada pasal 6. Pada pasal 9
juga disebut petugas keselamatan dan keamanan bertanggung jawab untuk
mengawasi dan mempertahankan semua catatan keselamatan dan keamanan
untuk setiap pertandingan.

Stewards seperti diatur dalam pasal 14 Regulasi Keselamatan dan
Keamanan PSSI didefinisikan sebagai setiap orang dipekerjakan, disewa,
dikontrak atau menjadi sukarelawan di Stadion untuk membantu manajemen
keselamatan dan keamanan penonton, VIP, pemain, panitia dan orang lain di
Stadion. Anggota kepolisan yang bertanggung jawab untuk menjaga hukum
dan ketertiban, tidak termasuk dalam pengertian Stewards dalam peraturan
ini. Demikian bunyi pasal 14 ayat 1. Namun keterlibatan kepolisian atau
militer bisa diikutkan jika memang diperlukan. *®

Stewards yang bertugas diwajibkan dalam keadaan sehat, memiliki
kematangan karakter dan temperamen yang memadai, serta kemampuan
komunikasi yang baik untuk melaksanakan tugas yang diminta. Usia
minimal 18 tahun dan semua Stewards yang akan bertugas perlu mendapat
pelatihan dan atau diberi pengarahan terkait peran dan tanggung jawab

mereka sebelum dimulainya pertandingan. Kewenangan dan tanggung

' Https://bola.com. (Diakses pada september 2022).
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jawab stewards mencakup 12 poin seperti tertuang dalam pasal 15 ayat 1
yang antara lain mencakup kewenangan penangkapan dan penahanan
individu hingga prosedur penanganan penjualan tiket palsu.

Tugas dasar Stewards dalam menegakkan keamanan Stadion
tercantum dalam pasal 16 ayat 1 dari poin A hingga O, di antaranya soal
membantu  pengoperasian pengamanan, melaksanakan pemeriksaan
keselamatan, dan melindungi pemain serta ofisial. Selain itu pedoman
perilaku stewards, yang boleh dan tak boleh dilakukan juga diatur dalam
pasal 17. Untuk melindungi para pemain dan ofisial serta menjaga
ketertiban umum, diperlukan pengerahan Stewards dan atau petugas polisi
di sekitar perimeter area pertandingan sebagaimana di atur pada pasal 19
yang salah satu poinnya adalah larangan membawa senjata pengurai massa.

2. Boy Ball atau anak gawang

Walaupun sering terlihat duduk di sisi luar lapangan dan mondar-
mandir untuk mengambil bola yang keluar dari lapangan hijau, profesi
sebagai seorang boy ball ini cukup penting dalam suatu pertandingan
sepak bola profesional. Tugas seorang boy ball hanya sebatas mengambil
bola yang keluar lapangan dan segera memberikan kepada pemain sebuah
tim jika seorang pemain akan melakukan throw in atau lemparan ke dalam.
Efektifitas dan kesigapan seorang anak gawang otomatis akan semakin
meminimkan waktu yang terbuang percuma karena para pemain di dalam

lapangan menunggu adanya bola yang bisa segera mereka gunakan untuk
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melanjutkan pertandingan. Karena terkadang jumlah bola yang disediakan
memang terbatas di sisi-sisi lapangan.
Camera Man

Kalian harusnya sangat berterimakasih pada seorang yang
berprofesi satu ini ketika kalian hanya bisa menonton pertandingan sepak
bola lewat siaran televisi berkat mereka. Para camera man yang biasanya
disediakan spot atau ruangan tersendiri untuk merekam jalannya
pertandinganlah para fans sepak bola yang tidak sempat atau tidak bisa
menonton langsung tim kesayangannya berlaga karena masalah jarak atau
finansial.™

Jenis kamera yang mereka gunakan untuk merekam jalannya
pertandingan pun juga tipe kamera khusus dengan resolusi yang bisa
dibilang istimewa. Bahkan terkadang para penonton pertandingan bola di
televisi bisa menikmati slow motion pergerakan pemain atau bola dengan
sangat detail dan kualitas warna yang tajam.
Operator controll room

Para camera man tidak bekerja sendiri saat meliput suatu
pertandingan sepak bola secara live agar bisa dinikmati banyak fans sepak
bola di dunia lewat layar kaca televisi. Di ruangan tertentu di sisi tribun,
ada yang namanya screen editor. Tugasnya adalah memilah-milah dan
mengatur rekaman pertandingan sepak bola dalam bentuk video agar

terlihat semenarik mungkin bagi para penonton sepak bola lewat televisi.

' Https://bola.com .(Diakses pada September 2022).
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Bagi mereka yang ketinggalan atau tidak sempat melihat bagaimana
sebuah gol bisa tercipta, offside, dan bagaimana suatu pelanggaran bisa
terjadi maka para editor ini lah yang berjasa dalam menayangkan fitur
replay atau tayangan ulang.

Kadang mereka juga memanfaatkan fitur zoom in dan zoom out
agar penonton televisi bisa melihat lebih detil bermacam momen yang
terjadi dalam suatu pertandingan sepak bola. Dan yang terpenting adalah
tugas mereka untuk ikut megawasi suasana di dalam lapangan via kamera
cctv atau yang sekarang lebih dikenal dengan teknologi hawk eye yang
terpasang di beberapa sisi-sisi atas tribun untuk memantau situasi.

. Petugas perawatan rumput lapangan

Dalam sepak bola lokal maupun luar negeri, sebuah klub pasti
memiliki beberapa petugas yang bertugas untuk merawat rumput lapangan
di dalam stadion agar tetap rapi dan memberi kesan nyaman bagi para
pemain yang sedang berlaga dalam suatu pertandingan. Memang saat ini
klub-klub sepak bola di luar negeri, khususnya negara-negara maju sudah
menerapkan jenis rumput sintetis yang digunakan untuk rumput lapangan
di stadion kebanggan sebuah Kklub. Selain perawatannya tergolong lebih
mudah karena tidak perlu melakukan penyiraman setiap harinya,
lembaran-lembaran rumput sintetis yang terlihat seperti rumput asli ini pun
juga lebih praktis untuk diganti jika memang ada beberapa kerusakan di
beberapa tempat. Berkat jasa mereka, para pemain akan lebih nyaman

dalam beraksi di atas lapangan, dan juga terlihat menarik di mata penonton
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televisi. Karena terkadang terlihat pola-pola tertentu yang mereka gunakan
untuk memberi kesan artistik rumput lapangan.
6. Fotografer

Umumnya ketika seseorang menonton suatu pertandingan sepak
bola baik di lapangan atau melalui layar kaca televisi, ia pasti akan fokus
pada jalannya pertandingan. Tentu saja, satu hal yang mereka tunggu
adalah gol. Momen ini juga seringkali mengundang kontroversi, misalnya
jika bola masuk ke gawang tapi tidak diakui oleh wasit sebagai sebuah gol.

C. Hal-Hal yang Diperbolehkan Ketika Melaksanakan Tugas di Stadion

Berdasarkan Pasal 29 dalam aturan FIFA Stadium Safety and Security
Regulations, setidaknya terdapat delapan aturan yang diperbolehkan di terapkan
dalam stadion, yang perlu diperhatikan oleh petugas sebelum penonton masuk
stadion dan sebelum pertandingan dimulai.?® Berikut adalah penjelasan lebih
lengkapnya:

1. Pemeriksaan keamanan harus dilakukan oleh petugas pada orang dan
kendaraan di pintu masuk titik batas luar dan dalam, serta pada titik masuk
ke area yang tidak terbuka untuk umum. Pemeriksaan keamanan ini
bertujuan untuk memverifikasi sejumlah hal sebelum masuk ke stadion,
mengikuti:

a) Bahwa penonton tersebut memiliki tiket yang sah atau bentuk lain

dari izin yang sah untuk mendapatkan akses ke stadion.

?% Https://bola.kompas.com. (Diakses pada Agustus 2022).
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b) Bahwa penonton tersebut tidak memiliki senjata atau barang
terlarang lainnya item sebagaimana diatur dalam kode etik stadion
yang tidak boleh dibawa ke dalam stadion, kecuali diminta oleh staf
menjalankan tugas resmi mereka.

¢) Bahwa penonton tidak memiliki benda berbahaya lainnya yang tidak
boleh karena alasan hukum, seperti benda agresif, spanduk rasis, dan
penunjuk laser.

d) Bahwa orang tersebut tidak memiliki alkohol yang tidak sah
minuman atau zat memabukkan atau obat-obatan sebagaimana diatur
oleh stadion otoritas.

e) Bahwa orang tersebut tidak dalam pengaruh alkohol atau
memabukkan zat atau obat.

f) Bahwa orang tersebut memiliki hak akses ke area terlarang atau
dikendalikan zona.

g) Bahwa orang tersebut mematuhi syarat dan ketentuan tiket,
penjualan peraturan, dan kode etik stadion.

2. Pengelehdahan, seseorang dapat digeledah oleh petugas keamanan secara
menyeluruh untuk melihat barang-barang di pos pemeriksaan keamanan.

3. Pemeriksaan kendaraan, semua kendaraan yang memasuki batas luar
stadion harus melewati pemeriksaan keamanan dan pencarian. Disarankan
agar ini terjadi pada jarak jauh fasilitas pencarian yang terletak pada jarak

aman yang sesuai dari stadion. Sementara penempatan lokasinya perlu
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memperhatikan risiko penilaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau
otoritas yang berwenang.

. Pengecekan identitas seseorang yang memasuki stadion dengan akreditasi
adalah dicocokkan dengan foto di lencananya. Stadion dan zonasi hak
istimewa juga akan diperiksa. Akreditasi bukanlah bukti identitas dan
orang yang terakreditasi dapat diminta untuk memberikan bukti alternatif
yang dapat diterima identitas sebelum akses diberikan.

. Petugas keamanan tidak boleh memaksakan penggeledahan di stadion
pintu masuk dengan alasan tertentu, namun setiap orang yang menolak
penggeledahan harus ditolak masuk ke stadion.

. Penyerahan barang berbahaya, jika barang terlarang atau barang berbahaya
lainnya ditemukan selama penggeledahan, mereka harus diserahkan
kepada polisi atau disimpan di fasilitas yang sesuai sampai saat.

. Jika seseorang menyerahkan hak kepemilikan dan penguasaan suatu benda
yang dilarang dari stadion, maka polisi akan menahan karena tidak ada
tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, benda sitaan tersebut harus
disimpan di tempat yang aman sampai waktu yang dapat dibuang dengan
benar.

. Jika selama pemeriksaan keamanan diketahui bahwa seseorang berada di
bawah pengaruh alkohol atau zat atau obat-obatan memabukkan lainnya,

maka orang tersebut harus ditolak akses ke stadion.*

*'Https://bola.kompas.com. (Diakses pada Agustus 2022).
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9. Jika seseorang menyerahkan hak kepemilikan dan penguasaan suatu benda
yang dilarang dari stadion, maka polisi akan menahan karena tidak ada
tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, benda sitaan tersebut harus
disimpan di tempat yang aman sampai waktu yang dapat dibuang dengan
benar.

10. Jika selama pemeriksaan keamanan diketahui bahwa seseorang berada di
bawah pengaruh alkohol atau zat atau obat-obatan memabukkan lainnya,
maka orang tersebut harus ditolak akses ke stadion.

D. Hal-Hal yang Dilarang Ketika Melaksanakan Tugas di Stadion

Terdapat 11 tindakan yang tidak boleh dilakukan selama di stadion
berdasarkan Kode Disiplin PSSI yang harus di patuhi baik oleh petugas, maupun
penonton,? yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan Kekerasan kepada orang atau objek tertentu, Sanksi: Sanksi
apapun yang diatur dalam Kode Disiplin PSSI ini tergantung daripada
akibat yang ditimbulkan/beratnya pelanggaran.

2. Tindakan Penggunaan benda-benda yang mengandung api atau dapat
mengakibatkan kebakaran (kembang api, petasan, bom asap (smoke
bomb), suar (flare), dan sebagainya) dan gas pengendali. Sanksi: Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk satu kali penyalaan; Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dua sampai lima Kkali
penyalaan; Rp. 200.000.000,- (dua ratus puluh juta) untuk diatas lima kali

penyalaan.

*’Https://sport.sindonews.com. (Diakses pada Juli 2022).
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Tindakan Penggunaan alat laser, Sanksi: Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah) untuk setiap kali alat laser digunakan (maksimal lima kali).
Tindakan (pelemparan misil) Botol minum atau kaleng minuman yang
terisi, Sanksi: Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk satu sampai
sepuluh benda yang dilemparkan

Tindakan (pelemparan misil)Botol minum atau kaleng minuman yang
kosong, Sanksi: Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk satu
sampai sepuluh benda yang dilemparkan.

Tindakan (pelemparan misil): Batu atau benda keras lainnya, Sanksi: Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk satu sampai sepuluh benda
yang dilemparkan

Tindakan (pelemparan misil): Gelas plastik atau kertas, Sanksi: Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk satu sampai sepuluh benda
yang dilemparkan

Tindakan (pelemparan misil): Kombinasi benda-benda tersebut, Sanksi:
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk satu sampai sepuluh benda
yang dilemparkan

Tindakan: Menampilkan slogan yang bersifat menghina, berbau
keagamaan/religius atau terkait isu politis tertentu, dalam bentuk apapun
(secara khusus dengan cara memasang bendera, spanduk, tulisan, atribut,
choreo atau sejenisnya selama pertandingan berlangsung), Sanksi: Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per objek yang dapat dibuktikan yang

dipakai untuk menampilkan slogan (maksimal lima)
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10. Tindakan: Menggunakan kata-kata atau bunyi-bunyian yang menghina
atau melecehkan, Sanksi: Sanksi apapun yang diatur dalam Kode Disiplin
PSSl ini tergantung daripada akibat yang ditimbulkan/beratnya
pelanggaran.

11. Tindakan: Memasuki lapangan permainan tanpa seizin perangkat
pertandingan dan panitia pelaksana, Sanksi: Rp. 30.000.000,- (tiga puluh
juta rupiah) untuk satu orang yang memasuki lapangan permainan, Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dua sampai lima orang yang

memasuki lapangan permainan.



BAB Il
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS KEMATIAN
SUPORTER DI STADION KANJURUHAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Kasus Kematian Suporter Di
Stadion Kanjuruhan Berdasarkan Ketentuan Hukum Pasal 359 KUHP

Dalam hukum pidana terdapat dua jenis pelanggaran secara umum, yaitu
pelanggaran dengan kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). Yang berarti
bahwa setiap orang dapat dijatuhi hukuman pidana bukan karena pelanggaran,
melainkan karena kelalaian yang diperbuat sehingga melanggar hukum pidana
Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dalam pasal 359 telah
dijelaskan bahwa orang yang menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaianya
dapat di jatuhi hukuman pidana berdasarkan pada ketetapan-ketetapan yang
berlaku.

Pada hakikatnya, apabila seorang pelau tindak pidana melakukan
perbuatan yang melanggar hukum yang diakibatkan oleh kelalaiannya dalam suatu
hukum yang berlaku jika yang bersangkutan telah melakukan perbuatannya tanpa
didasari oleh rasa kehati-hatian sebagaimana yang seharusnya. Terdapat dua
syarat untuk dapat mengkategorikan suatu pelanggaran hukum kelalaian dalam
hukum pidana, yaitu:

1) Tidak Memperhitungkan Hal yang Perlu Menurut Hukum
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Hal ini berkaitan dengan perbuatan pelaku yang tidak terlebih dahulu
memperhitungkan akibat-akibat atau resiko dari perbuatan yang lalai.
Namun terdapat dua kemungkinan yang akan menyebabkan pelaku
dapat berpikir secara demikian, yaitu: pertama, pelaku mampu berpikir
bahwa akibat dari perbuatannya tersebut tidak akan mampu
menyebabkan atau mengakibatkan sesuatu yang bersifat melanggar
hukum atau dalam pelaku tersebut beranggapan bahwa terdapatnya
sebuah kemungkinan yang akibatnya dapat melanggar hukum tetapi
pelaku mempercayai bahwa akibat atau resiko dari perbuatannnya tidak
akan terjadi. Hal inilah yang akan menjadi pertimbangan atau menjadi
dasar hukum untuk dapat menentukan bahwa adanya kelalaian dala
hukum. Kedua, pelaku tindak pidana sama sekali tidak memiliki
pengetahuan mengenai akibat atau resiko dari perbuatannya.

Tidak Menunjukkan Kehati-Hatian yang Perlu Menurut Hukum

Syarat kedua yaitu kelalaian dalam hukum yang tidak menunjukkan
kehati-hatian yang memiliki makna bahwa pelaku tindak pidana terlebih
dahulu tidak melakukan pertimbangan, penelitian, pencegahan,
kemabhiran, atau kebijaksanaan dalam melakukan suatu perbuatan yang
mengarah pada tindak pidana. Syarat kedua tersebut lebih menilik pada
perbuatan perlaku daripada pada keadaan batin ataupun niat pelaku.

Penegak hukum akan tetap mencari tahu mengenai perbuatannya
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apakah telah berdasarkan atau memiliki kesesuaian pada kaidah-kaidah
yang pada umumnya berlaku pada kehidupan bermsyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pusat dari
ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, yang juga turut mengatur mengeni
perundang-udangan yang berada di luar KUHP, dengan ketentuan perbuatan-
sperbuatan tersebut telah memenuhi sebagaimana yang tercantum. Tindak pidana
dengan kelalaian yang menyebabkan matinya orang secara tegas telah diatur dan
ditetapkan secara tegas dalam pasal 359 KUHP. Ancaman pidana tersebut terjadi
pada Pihak-pihak yang terlibat dalam insiden yang menyebabkan tewasnya
suporter bola pada laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang,
Jawa Timur.

Matinya orang yang merupakan akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal
ini tidak memiliki unsur kesengajaan atau bukan sebagai tujuan yang dikehendaki
oleh terdakwa, melainkan disebabkan karena kurangnya kehatian-hatian dari
terdakwa (delik culpa), sebagaimana yang terjadi pada tragedi di Stadion
Kanjuruhan. Kelalaian yang disebabkan karena penggunaan gas air mata dengan
tujuan untuk mengehentikan kesuruhan suporter, melainkan menyebabkan
kematian dengan jumlah sebanyak 134 orang, luka berat sebanyak 26 orang, luka
ringan sedang sebanyak 596 orang.

Tindak pidana yang disebabkan karena kelalainnya menyebabkan matinya

orang, sebagaimana yang telah tercantum dimaksudkan dalam BAB XXI tentang

% Nella Sumika Putri, Resensi Buku: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan
dan Penerapan, dalam Jurnal Bina Mandiri Hukum vol 2 no 131 (2007), 131.
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tindak pidana “mengakibatkan orang mati atau luka karena kelalaiannya” pasal
359 KUHP hukumannya akan diperberat jika tindak pidana melakukan tindakan
tersebut dalam suatu pekerjaan ataupun jabatan.

Permasalahan dalam pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal
yang tidak dapat dipisahkan dan akan menjadi bentuk kesatuan hukum pidana
tersendiri. * Terdapat hal-hal yang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban
dalam suatu tindak pidana menurut KUHP dapat dilihat berdasarkan 2 temuan
subjek hukum yaitu rechtpersoon dan persoon. Retchpersoon yang merupakan
subjek hukum buatan salah satu bentuk perluasan dari suatu subjek hukum itu
tersendiri. Subjek hukum buatan biasa dikenal dengan istilah korporasi atau dapat
dapat dimintai pertangungjawaban apabila tidak melanggar kewajiban atau tidak
mampu memenuhi kewajiban yang telah sebagaimana diisyaratkan dalam
Undang-Undang. %

Pada kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan, yang bukanlah kasus
pertama kematian suporter di Indonesia, dalam kasus ini di duga adanya kelalaian
dari pihak penyelenggara dan Kepolisian Republik Indonesia. Kasus Kanjuruhan
adalah salah satu hal yang terlihat bahwa masih kurangnya penanganan dan
perlindungan hukum bagi suporter sepak bola Indonesia. Yang menjadi penyebab

utama dari kematian suporter Kanjuruhan adalah penggunaan tembakan gas air

# Nella Sumika Putri, Resensi Buku: Sistem Pertanggungjawaban Pidana
Perkembangan dan Penerapan, 131.

% Amy Suryani, dan Lalu Husni, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,
dalam Hukum Pidan Indonesia, dalam Jurnal Kompilasi Hukum 5 n0.1 ( 2020), 200.
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mata oleh Sat Brimod dan Dalmas Polres yang tidak terukur sehingga
mengakibatkan kurangnya oksigen pada suporter.

Unsur-unsur dan ketentuan yang terdapat dalam pasal 359 KUHP dapat
disesuaikan dengan fakta-fakta dalam kasus tragedi kematian suporter bola di
Stadion Kanjuruhan, dengan unsur dan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang siapa

Unsur “barang siapa” merupakan subjek hukum yang dimana
orang-orang yang akan dimintai pertanggungjawaban yang berdasarkan
hukum atas dasar perbuatan yang telah dilakukan.® Yang dimaksud dari
“barang siapa” merujuk pada orang perorangan (pelaku tindak pidana)
yang pada saat itu menjadi tersangka atau sedang disangkakan.?’

Barang siapa karena kesalahannya (kelapaanyya) telah
menyebabkan orang lain mati, akan terancam pidana penjara paling lama
lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, dalam hal ini
adanya kelalaian atau kesalahan, baik itu kurangnya hati-hati atau kelapaan
disebut sebagai culpa.

Aparat penegak hukum, Polda Jawa Timur telah menetapkan 5
orang terdakwa tersebut dan akan beertanggungjawab pada peristiwa
yanng telah merengggut ratusan jiwa nyawa manusia, sejak tanggal 24

Oktober 2022 POLDA telah menahan 6 tersangka dengan pemeriksaan

% Sudikro Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty
Yogyakarta, 1999), 68-69.

2" Amy Suryani, dan Lalu Husni, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam
Hukum Pidan Indonesia, 70.
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sebanyak 93 saksi termasuk pada sebelas saksi ahli, delapan ahli
kedokteran, satu saksi pidana, dan dua ahli laboratorium dan forensik.
Berdasarkan pada fakta yang ada dan yang telah terungkap dalam

pemeriksaan kasus Stadion Kanjuruhan bahwa terdapat 5 orang yang
menjadi terdakwa, yaitu:

1) AH sebagai Ketua Panpel

2) SS sebagai Secruit Officer

3) Wahyu SS sebagai Kabag OPS Polres Malang

4) H sebagai Deputi 3 Danyon Brimob Polda Jatim

5) BSA sebagai Amaptha Polres Malang

Dari daftar tersangka di atas, tersangka yang berinisial H

merupakan Brimob Polda Jatim yang telah memerintahkan anggotanya
untuk memberikan tembakan gas air mata di stadion Kanjuruhan, sehingga
menyebabkan kurangnya oksigen bagi para supoter yang berakibatkan
kematian. Disisi lain tersangka berinisial Wahyu S yang merupakan Kabag
Ops Polres Malang telah mengetahui adanya larangan terkait aturan FIFA
mengenai larangan penggunaan gas air mata tetapi tersangka tidak
mencoba untuk mencegah atau memberikan peringatan dengan larangan
gas air mata tersebut. Kemudian tersangka berinisial BSA yang merupakan
Amapths Polres Malang juga memberikan perintah kepada anggotanya

untuk turut menembakkan gas air mata.
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Dalam suatu tindak pidana dan tersangka telah memberikan
pengakuan terhadap perbuatannya tersebut sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam pasal 359 KUHP, dan tersangka tindak pidana dalam
keadaan sehat secara jasmani dan rohani, serta masuk dalam golongan
secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tindak pidana
tersebut. Berdasarkan pada uraian di atas makan unsur “barang siapa”
dalam ketentuan pasal 359 KUHP telah terpenubhi.

2. Karena Kesalahannya (Kealpaannya)

Unsur “karena kesalahannya (kealpaannya)” adalah karena
kesalahannya atau kelalaianyalah yang memiliki arti sebagai lupa, teledor,
kurangya kehati-hatian, lalai, ataupun kurangnya perhatian. % Berdasarkan
fakta yang ada dan ditemukan, bahwa tersangka menggunakan gas air
mata untuk menertibkan masa yang rusuh, namun hal tersebut salah
dengan adanya tembakan gas air mata semakin menjadikan para suporter
panik, hingga berdesak-desakan, kehabisan oksigen, dan mengakibatkan
orang lain mati.

Berdasarkan pada kasus Kanjuruhan terdapat lima terdakwa yaitu
Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris divonis penjara 1 tahun 6 bulan pada
Kamis, 9 Maret 2023. Security officer laga Arema FC vs Persebaya

Surabaya divonis 1 tahun penjara pada Kamis, 9 Maret 2023. Mantan

% Adhani Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, ( Jakarta: PT Raja Grafindo,
2001), 125.
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Danki Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan divonis 1 tahun 6 bulan
pada Kamis, 16 Maret 2023.

Mantan Kepala Satuan Samapta Polres Malang AKP Bambang
Sidik Achmadi divonis bebas di kasus Tragedi Kanjuruhan dalam putusan
yang digelar pada Kamis, 16 Maret 2023. Bambang merupakan polisi yang
memerintahkan penembakan gas air mata ke arah supporter tersebut
divonis bebas karena gas air mata yang ditembakkan dinilai tidak
mengenai tribun suporter Arema Malang di Stadion Kanjuruhan.

Mantan Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo juga
divonis bebas dalam kasus Tragedi Kanjuruhan pada Kamis, 16 Maret
2023. Wahyu divonis bebas karena saat bertugas dirinya tak punya
wewenang perintahkan Brimob menembakkan gas air mata.

Jadi, pada kasus ini tersangka telah melakukan kesalahan dengan
kelalaian, teledor, kurang berhati-hati, yang pada sebenarnya tersangka
dapat memperhitungkan atau memperkirakan hal apa yang terjadi jika gas
air mata di tembakan di tempat yang berdasarkan kapasitas dan jumlah
orang yang sangat banyak di tempat tersebut, yang sudah pasti akan
kekurangan oksigen. Dalam hal ini unsur “karena kesalahannya
(kelapaanya)” telah terpenuhi.

Menyebabkan orang lain mati
Berdasarkan pada keterangan yang telah dikumpulan dan telah

diteliti, tersangka menghendaki dengan adanya perbuatan berupa perintah
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penembakan gas air mata dalam Stadion Kanjuruhan, akan tetapi tersangka
tidak mengehendaki hasil yang terjadi dari penembakan gas air mata
tersebut, yang mulanya berharap hasil dari penembakan gas air mata
tersebut adalah tertibnya para suporter, hingga pada kenyataanya yang
terjadi hasil dari penembakan gas air mata tersebut adalah kematian pada
korban.

Pada akhirnya semua ketentuan berupa unsur-unsur yang terdapat dalam
pasal 359 KUHP yang mengakibatkan matinya seseorang telah terpenuhi secara
hukum, sehingga pada kasus ini tersangka atau pelaku tindak pidana sudah
seharusnya terjerat dalam pasal 359 KUHP karena menyebabkan orang lain
meninggal dunia, dengan ancaman penjara selama 5 tahun dan ancaman kurungan
selama 1 tahun. Keberhasilan suatu tindakan penegakan hukum akan memiliki
ketergantungan pada penerapan hukum pidana, dimana terdapat peranan dari
penegak hukum adalah dengan mengetahui bagaimana mengaktualisasi kasus
secara nyata. Karena setiap perbuatan-perbuatan yang telah diatur dalam hukum
pidana dinyatakan sebagai sebuah tindakan yang dilarang dan dikenal dengan
perbuatan pidana.®

Pada kasus Stadion Kanjuruhan ini, yang pertama harus di pahami dan
diselidiki adalah perbedaan antara unsur kelalaian atau kesengajaan, karena dalam
kasus ini terdapat kerumitan yang terlihat untuk menganalisa kesalahn para

tersangka tersebut. Dengan kembali melihat para tersangka telah mengemban

* Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana,

(Yogyakarta: Rineka Cipta, 1983), 5-6.
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tanggung jawab yang besar karena tersangka merupakan bagian dari keamanan
dalam laga pertandingan tersebut, dan di luar keinginan adanya kejadian-kejadian
kerusuhan tersebut yang pada akhirnya mengambil tindakan penertiban dengan
penembakan gas air mata.

Banyak dari kasus tindak pidana memiliki unsur kesengajaan (opzet)
bukanlah unsur culpa. Hal ini biasanya terjadi karena tersangka dalam kasus lain
pantas mendapatkan hukuman karena secara sengaja membunuh orang lain,
dengan adanya kesengajaan ini harus memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana,
yaitu akibat yang akan menjadi poko dari suatu alasan yang diadkan larangan
tersebut dan perbuatan tersebut telah melanggar hukum. *

Sedangkan pada kasus kelalaian seperti pada kasus Stadion Kanjuruhan,
kelalaian tersebut merupakan tindakan atau perbuatan yang salah yang timbul
karena pada pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan dalam
Undang-Undang, dan kelalain terjadi karena tindakan atau perilaku orang itu
sendiri. Karena sengaja berarti para pelaku memiliki kesengajaan untuk
mematikan orang lain,*! sedangkan dalam kasus kanjuruhan ini para pelaku tidak
memiliki niat atau unsur kesengajaan untuk mematikan orang lain, seperti yang
terjadi secara nyata.

Berkaitan pada pembuktian suatu kasus dalam perbuatan tindak pidana

yang mengandung unsur kesengajaan , atau memiliki kandungan mengetahui atau

% Aruan Sakijo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1990), 68.
%1 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta:Rineka Cita, 1991), 43.
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menghendaki suatu perbuatan disebut sebagai willens en wentens. Yang dimaksud
merupakan seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana secara senagja
akan memenuhi rumusan willens dan unsur wettens atau harus memilki pengatuan
atau memahami tentang apa dan bagaimana akibat dari perbuatannya. *

Berdasarkan pada fakta hukum pada hasil pemeriksaan dan berdasarkan
pada hasil analisis penulis maka tersangka dalam kasus Stadion Kanjuruhan pada
dasarnya tidak memenuhi unsur kesengajaan dalam akibat yang ditimbulkan.
Maka dari itu, penulis lebih melihat adanya unsur kelalaian atau kealpaan yang
ada pada diri para tersangka yang tidak menghiraukan kondisi apa yang terjadi
setelah adanya penembakan gas air mata tersebut, bukan melihat adanya
ketertiban yang terjadi, melainkan semakin gaduh, hingga suporter kehabisan
oksigen dan meninggal dunia.

Sehingga dapat disimpulkan terjadinya tragedi kematian dikarenakan
kekurangan oksigen efek dari penembakan gas air mata, yang harusnya tersangka
sebagai bagian dari tim keamanan memiliki kesadaran efek dari gas air mata
tersebut tetapi tidak berharap adanya resiko atau akibat sampai menelan korban
jiwa. Dikemukakan oleh D. Scahmeister, N. Kejixer, dan E. PH. Sutorus, terdapat
skema dalam kelalaian atau kealpaan (culpa)®, yaitu:

1) Culpa lata yang disadari

Concius merupakan kelalaian yang disadari oleh pelaku misalnya

adalah lalai (onachttzaam), sembrono (roekeloos), dan tidak acuh yang

%2 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, 43.
% Amir llyas, Asas-asas Hukum Pidana, ( Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), 84.
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merupakan dimana pelaku sadar terhadap resiko dari perbuatannya,
namun tetap berharap akibat buruk tersebut tidak terjadi meskipun tetap
dilakukan, seperti yang terjadi di kasus kematian suporter di Stadion
Kanjuruhan.
2) Culpa lata yang tidak disadari
Unconcius merupakan kelalaian yang tidak disadari misalnya adalah
lengah (onoplettend), dan kurang berfikir (onnadentkend) yang dimana
pelaku tidak memiliki kesadaran terhadap resiko yang akan terjadi.
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana
Dalam Kasus Kematian Suporter Di Stadion Kanjuruhan
Dalam hukum Islam terdapat tindak pidana Al-Qathl Al-Khata’ yang
memiliki arti menurut Sayyid Sabiq merupakan tindak pidana yang menyebabkan
kematian yang dilakukan secara tidak sengaja pada dua unsur yaitu pada
perbuatan dan akibat yang telah ditimbulkan. Dalam kasus kematian secara tidak
sengaja perbuatan tersebut disadari namun akibat yang terjadi dari perbuatan
tersebut bukanlah hal yang ingin dikehendaki. *
Pembunuhan tidak disengaja (al-gathl al-khata’) merupakan perbuatan
yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak sengaja atau tidak ada usnur
kensengajaan yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang. * Sebagai contoh

dari tindak pidana tersebut adalah kasus kematian suporter bola di Stadion

¥Sayyid Sabig, Figh al-sunnah Jilid 111. Terj: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi
Aksara, 2005), 415.
% Zainuddin Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 26.
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Kanjuruhan, yang terjadi 1 Oktober 2022, yang terjadi Kkerusuhan pasca
pertandingan Liga 1 sepak bola antara Arema FC versus Persebaya yang
menimbulkan korban sebanyak 712 orang, dengan sebanyak 135 orang meninggal
dunia, 96 luka berat, dan 484 luka ringan atau sedang.

Adapun dasar hukum Islam tentang pembunuhan yang dilakukan secara
tidak sengaja telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadist. Dalam surah An-Nisa’
ayat 92, Allah SWT berfirman:

Y\&\g\wmajmqu))wLb;uﬁdﬁw, LE;Y\L\A}ALLSJU\UA}JU\SLAJ
d‘-\-we@u}eﬁueﬁwulsubmyujyﬂuﬂfﬁ;eﬁ;& eﬁwu‘su‘ﬁ ‘;Mm-’u‘
wcdn\uls}&\wm_yuwmu{x_ueuméw MJAMJ}JMJ&\L;\WMJS

Lasa

Artinya: “Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang
beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).
Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah
(hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman
serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si
terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan
pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu,
padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh)
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh)
dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan
kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan
hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba
sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan
berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui,
Mahabijaksana ”.

Terdapat unsur tindak pidana dalam hukum islam al-qathl al-kAata’ dan
sebab-sebab terjadinya, dengan unsur-unsur yaitu:

1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban
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Terdapatnya suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang
tergolong sebagai tindak pidana pembunuhan yang berdasarkan pada
kesalahan, dan diisyaratkan dengan adanya perbuatan-perbuatan yang
dilakukan oleh pelaku tindak pidana, baik perbuatan tersebut dikehendaki
atau tidak, perbuatan tersebut tidak disyaratkan untuk membunuh , dengan
perbuatan tersebut dilakukan berakibat pada kematian. Perbuatan tersebut
dapat secara tidak langsung ataupun tidak. Secara langsung misalnya
perbuatan menembak hewan buruan tetapi menyimpang mengenai orang
lain, namun secara tidak langsung perbuatan menggali saluran aliran di
tengah jalan namun tidak diberi rambu-rambu hingga mengakibatkan
kecelakaan dan korban meninggal dunia.*®

2) Perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan

Perbuatan tindak pidana yang terjadi karena adanya kekeliruan atau
kelalaian yang berlaku dalam semua perbuatan jarimah. Apabila tidak ada
unsur kekeliruan maka tidak ada hukuman bagi pelaku. Unsur kekeliruan
atau kelalaian ini terjadi karena suatu perbuatan yang menimbulkan akibat
yang tidak dikehendaki oleh pelaku, atau bukanlah tujuan dari pelaku
untuk melakukan tindakan tersebut, baik perbuatan yang dilakukan secara
langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian kematian tersebut
akibat dari kesalahan berupa kelalaian pelaku tindak pidana atau ketidak

hati-hatian pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, atau karena

% p_AF Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan ( Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), 25.
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melanggar aturan-aturan pemerintah. Terdapat ukuran kekeliruan dalam
syariat islam yaitu tidak terdapatnya kehati-hatian, maka secara demikian
semua bentuk atau perbuatan ketidak hati-hatian tersebut dan suatu tindak
yang melampaui kesadaran dalam hukum Islam termasuk dalam
kekeliruan.

Contoh tindak pidana seperti yang terjadi pada kasus kematian di
Stadion Kanjuruhan, yang dimana tersangka memerintahkan anggota
untuk menebakkan gas air mata untuk tujuan ketertiban dari adanya
kerusuhan suporter, melainkan mengakibatkan hilangnya nyawa ratusan
orang yang terjadi karena kekurangan oksigen akibat kepanikan dari
tembakan gas air mata. Hal ini merupakan bentuk kelalaian dari tersangka
yang menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh tersangka, tapi
perbuatannya dilakukan atas dasar kehendak atau kesadaran.

Adanya sebab akibat antara kekeliruan dan kematian

Adanya hubungan sebab akibat yang terjadi antara kematian dan
kekeliruan untuk melihat adanya pertanggungjawaban bagi tersangka
karena adanya kekeliruan atau kelalaian, dan dapat diisyaratkan bahwa
adanya kematian tersebut merupakan akibat dari kelalaian. Dengan
demikian, adanya hubungan tersebut maka perbuatan dapat
dipertanggungjawabkan, apabila hubungan sebab akibat terputus maka

pertanggungjawaban tidak akan ada bagi pelaku.
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Seperti contoh pada kasus kematian suporter di Stadion
Kanjuruhan, adanya kematian merupakan akibat dari perbuatan para
tersangka, dengan adanya perintah penembakan gas air mata kepada para
anggota, sehingga adanya hubungan sebab akibat maka, dalam kasus
kematian ini pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus
bertanggungjawab terhadap semua akibat dari perbuatannya.
Terdapat 2 jenis pembunuhan secara tidak disengaja, yaitu:
1) Perbuatan tidak disengaja karena adanya kesalahan yang dimaksud atau
dugaan dari para pelaku tindak pidana.
2) Pembunuhan tidak disengaja karena kesalahan pada tindakannya sendiri.
Pada kasus pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja tau
dikarenaka kekeliruan atau kelalaian seperti jenis pembunuhan di atas, maka
pelakunya diwajibkan diberi ganti rugi (diyat) dan tidak wajib gisashnya. *" Yang
dimaksud dalam jarimah ini ialah perbuatan-perbuatan yang diancamkan
hukuman gishash atau hukuman diyat. Karna baik gishash maupun diyat adalah
hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas
terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan maksud
bahwa korban bisa memaafkan pelaku, dan apabila dimaafkan, maka hukuman
tersebut menjadi terhapus.
Pada pembunuhan tidak sengaja. Sebagian ulama figih berpendapat

bahwa pembunuhan tidak sengaja hanya ada satu jenis, tetapi sebagian yang lain

*Imam Al Mawardi, Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam (Terj:
Fadli Bahri),( Jakarta: Draul Falah, 2006), 383.
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membagi menjadi dua macam:*®
1. Pembunuhan tidak sengaja murni (qasl al- khata mahd),

Yang dikatakan dengan Pembunuhan tidak sengaja murni
(gatl al- khata mahd), adalah pembunuhan yang tidak ditunjukan
kepada si korban, tetapi perbuatan atau sangkaannya itu tidak
sengaja sehingga mengenai korban. Contoh pembunuhan tidak
sengaja dalam sangkaan adalah orang yang melempar seseorang
yang diduga muhaddar (orang yang kehilangan hak jaminan
keselamatan jiwa atau anggota badannya), namun orang tersebut
ternyata maksum. Contoh lainnya, seseorang melempar sesuatu
yang dikiranya binatang, namun ternyata manusia.*® Terdapat as-
Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin
Labid Radhiyallahu anhu, yang berkata: “Pedang-pedang kaum
Muslimin salah bunuh terhadap al-Yaman bapaknya Hudzaifah di
perang Uhud dan (karena) mereka tidak mengenalnya, lalu mereka
membunuh al-Yaman. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam
ingin membayar diyat namun Hudzaifah telah bersedakah dengan
diyatnya tersebut untuk kaum Muslimin [HR Ahmad].”

Umat Islam sepakat menetapkan adanya jenis pembunuhan

karena keliru ini. Hukumnya menurut kesepakatan Ulama fikih,

% Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam cet ke V, ( Jakarta: Bulan Bintang,
1993), 12.
% Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam cet ke V,13.
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pembunuhan karena keliru (Qatlu al-Khatha™) memiliki konsekuensi
hukum membayar diyat dan kafarat serta tidak ada gishash.

Dalam hal pembunuhan tidak sengaja murni dapat dilihat
perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku memang tidak
memiliki niat untuk membunuh, akan tetapi dia hanya ingin
melakukan suatu tindakan dengan sifat hanya menghindari dari
suatu hal yang dalam pandangannya akan buruk jika terjadi

padanya.

. Pembunuhan yang bermakna tidak sengaja (qa:l fi ma,, na al-qayl al-

khata).

Adapun pembunuhan yang bermakna tidak sengaja (gat/
fi ma,na al-qatl alkhata) adalah pembunuhan yang tidak
direncanakan untuk dilakukan atau tindakan itu mengenai orang
yang bukan menjadi sasarannya. Artinya, pelaku tidak sengaja
melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian dan tidak

bermaksud membunuh korban.*°

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perbuatan pelaku ini
hanya sekedar melakukan suatu tindakan namun tidak pada tahap
membunuhnya atau menghilangkan nyawa korban, seperti halnya
seseorang dalam pertandingan sepak bola di stadion Kanjuruhan

yang menyebabkan kematian, karena ingin menertibkan kerusuhan

“ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve,

2003), 263.
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tersangka menembakkan gas air mata, tetapi beralih pada akibat
memakan korban jiwa. Ini merupakan bentuk pembunuhan yang
bermakna bersalah, namun tidak memiliki niat untuk membunuh

para korban.

Ulama fikih menetapkan bahwa hukuman asli bagi
pembunuhan tidak sengaja adalah diyat dan kaffarat, hukuman
penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan
hukuman tambahannya adalah terhalang mendapatkan harta

warisan dan wasiat dari terbunuh.*

Mengenai bentuk hukumannya dijelaskan di dalam kitab
Fighu as- Sunnah,yaitu memiliki dua konsekuensi, salah satunya
adalah diyat ringan yangditanggung oleh keluarga (al-,, agilah) dan
bisa ditunda selama tiga tahun. Konsekuensi kedua adalah kaffarat,
yaitu memerdekakan seorang budak tanpa cacat dan siap untuk
bekerja. Jika tidak memperolehnya maka dia harus berpuasa

selama dua bulan berturut-turut.

Diyat dijelaskan sebagai hukuman asli dalam pembunuhan tidak sengaja
dibayarkan dalam tenggang waktu tiga tahun dan kewajiban membayar diyat ini
menurut kesepakatan ulama fikih dibebankan kepada al-,, agilah sesuai dengan
hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu

Dawud, Imam at-Tirmizi, dan Imam an-Nasa’i dan sesuai pula dengan tindakan

*! Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, 264.
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yang dilakukan Umar bin al-Khattab di zamannya. Cara pembayaran diyat
pembunuhan tidak sengaja ini adalah dibagi lima, yaitu 20 ekor unta betina
berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta betina
berumur 2-3 tahun, 20 ekor unta berumur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta berumur 4-5
tahun.*
Menurut hukum pidana Islam hukuman Tindak Pidana AL-Qathl Al-
Khata 'Terdiri dari 4 macam hukuman yaitu sebagai berikut :
1. Hukuman Diyat
Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku untuk
keluarga (agilah) korban sebagai pengganti hukuman.Meskipun bersifat
hukuman, namun  diyat merupakan harta yang diberikan kepada kekuarga
korban atau kerabatnya, bukan kepada perbendaharaan negara. Hukuman
pembunuh yang tidak disengaja ini tidak wajib qishas, hanya wajib
membayar denda (diyat) baik diyat yang ringan maupun yang berat
tenrgantung dari bagaiman pembunuhan itu terjadi, denda inidiwajibkan
atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang yang membunuh. Mereka
dapat membayarnya dengan cara diangsur dalam tenggang masa paling
lama tiga tahun, yang setiap tahunnya keluarga tersebut harus membayar
sepertiganya kepada keluarga korban.®

Menyikapi masalah di atas, secara sistematis, dalam Kitab Ghayah al-

“Abdul Aziz Dahlan. Ensiklopedia Hukum Islam, 1387.
*® Sulaiman Rasyid, Figh Islam Hukum Figh Islam, ( Bandung: sinar Baru Algensindo,
2012), 430.
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Ikhtishar disebutkan bahwa definisi pembunuhan tidak sengaja ialah:
B Je AT cn 5 salle 2@ Y543 B0 deualler S ) et o b o kil
Coiae Y 4125
Artinya: “Pembunuhan khatha™ (keliru) ialah semisal jika ia memanah pada
sesuatu namun ternyata mengenai seseorang dan menyebabkan
kematiannya, maka tidak ada balas bunuh dalam kasus ini dan
yang diwajibkan ialah membayar diyat mukhaffafah (yang
diringankan) bagi waris ‘aqilah dengan diangsur selama 3
tahun.”

Terdapat hadis Riwayat Ash-Habus Sunan, Rasulullah SAW
bersabda yang artinya: “diyat pembunuhan keliru (tersalah) ialah dua puluh
ekor unta higqah, dua puluh ekor unta jadza’ah, dua puluh ekor unta bintu
makhahd, dua puluh ekor unta bintu labun, dua puluh ekor unta bani
makhadh yang betina”.

Hadits diatas menjelaskan tentang ketentuan banyaknya jumlah unta
dan usia untah untuk membayar diyat bagi pembunuhan tidak sengaja.
Jumlah dan usia unta untuk setiap masing-masing kententuan tersebut
dijatuhkan sesuai dengan bagaimana pembunuhan tidak sengaja tersebut
terjadi.

Dari segi ini diyat lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi
besarnya dapat berbeda-beda menurut kejahatan yang dilakukanya.

Mungkin akan lebih tepat jika dikatakan bahwa diyat adalah campuran
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antara hukuman dan ganti rugi secara bersamaan.** Diyat dikatakan sebagai
hukuman karna diyat merupakan balasan terhadap pembunuhan (jarimah).
Adapaun Diyat bagi pembunuhan tidak sengaja di bagi menjadi dua macam
yaitu:
a. Diyat mukhaffafah (diyat ringan) yaitu diyat yang diringankan.
Komposisi diyat ini di bagi menjadi lima kelompok yaitu:

1) 20 ekor unta bintumakhadh ( unta betina umur 1-2tahun)

2) 20 ekor unta ibnu makhadh (unta jantan umur 1-2 tahun)
3) 20 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2-3 tahun)
4) 20 ekor unta higgah (unta umur 3-4 tahun)
5) 20 ekor unta jadza'ah (unta umur 4-5 tahun)
Ringannya denda dipandang dari tiga segi yaitu :
1) Jumlah yang dibagi lima.
2) Diwajibkan atau keluarga yang bersangkutan.
3) Diberi waktu selama tiga tahun.
b. Diyat mughalladzah (diyat berat) yaitu diyat yang diberatkan
1) Tiga puluh ekor unta higgah (umur 3-4 tahun)
2) Tiga puluh ekor unta jadza’ah (umur 4-5 tahun)
3) Empat puluh ekor unta khalifah (sedang bunting)
Beratnya denda dipandang dari tiga segi yaitu :

1) Jumlah denda dibagi hanya menjadi tiga.

“ Abu Bakar Rahman, Terjemahan Sunan An Nasa’ jilid V, (Semarang: CV Asy Syfa,
1993), 86.
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2) Denda diwajibkan atas membunuh itu sendiri.
3) Denda wajib dibayar tunai.

Menurut kaidah yang berlaku, seseorang harus dibebani
pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan
demikian, orang lain yang tidak melakukan atau turut melakukan tindak
pidana, tidak dikenakan hukuman karena perbuatan orang lain.

Dan apabila anggota keluarga pelaku merasa keberatan atau tidak
mau membayar diyat jika mereka dibebani diyat, maka mereka dapat
melakukan upaya dan langkah-langkah untuk menghentikan tindak pidana
pembunuhan yang akan dilakukan oleh anggota keluarganya, dan
mengarahkan mereka ke jalan yang baik dan lurus sesuai dengan apa yang
diajarkan oleh agama Islam.

2. Hukuman kifarat

Hukuman kifarat untuk pembunuhan karna kelalaian merupakan
hukuman pokok yaitu memerdekakan hamba yang mukmin. Apabila
hamba tidak diperoleh,maka hukuman penggantinya adalah puasa selama
dua bulan berturut-turut.

Disamping sebagai hukuman, kifarat juga merupakan ibadah. Oleh
karena itu, hukuman ini dibebankan sepenuhnya kepada harta pelaku dan
tidak dibantu oleh orang lain. Para fugaha juga sepakat atas wajibnya
kifarat pada pembunuhan tidak disengaja, karena dari segi keadaan pelaku

tidak mempunyai niat untuk membunuh korbannya.
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3. Hukuman pengganti

Hukuman pengganti dalam pembunuhan karena kesalahan atau
kelalaian vyaitu, puasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti
memerdekakan hamba apabila hamba tidak diperoleh.

4. Hukuman tambahan

Hukuman tambahan untuk pidana tindak pidana karna tidak
disengaja adalah penghapusan hak waris dan wasiat. Namun dalam
masalah ini, seperti yang telah dijelaskan dalam hukuman pembunuhan
sengaja terjadinya perbedaan pendapat dikalangan fugoha tidak adanya
kesepakatan para fugaha. Menurut ulama, pembunuhan karena kelalaian
tetap dikenakan hukuman tambahan karena pembunuhan ini termasuk
pembunuhan yang melawan hukum.

Dengan demikian, walaupun pembunuhan terjadi karena kesalahan,
penghapusan hak waris dan wasiat tetap diterapkan sebagai hukuman
tambahan kepada pelaku. Akan tetapi Imam Malik berpendapat,
pembunuhan tidak disengaja tidak menyebabkan hilangnya hak waris dan
wasiat. Karena pelaku sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan
pembunuhan. Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila merugikan tata
aturan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaan dengan
pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi pelanggaran atau tindak

pidana dalam kehidupan masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja
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tidak cukup.Meskipun hukuman itu dirasakan kejam bagi sipelaku, namun

hukuman itu sangat diperlukan, karena dapat menciptakan ketentraman,

dan kedamaian dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu
perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Pada kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan, berdasarkan pada
hukum pidana Islam jenis-jenis pembunuhan tidak sengaja terdiri dari
pembunuhan tidak sengaja murni (gat/ al- khata mahd) atau murni ketidak
sengajaan dan pembunuhan yang bermakna tidak sengaja (qat! fi ma ‘na al-qatl al-
khata). Sedangkan yang dimaksud pembunuhan murni karena tidak sengaja ini
difaktori karena musibah yang menimpa ke dua pihak baik para pelaku maupun
korban. Selanjutnya yang kedua pembunuhan yang bermakna tidak sengaja (qat! fi
ma ‘na alqatl al-khata). Pembunuhan yang bermakna tidak sengaja di sini memang
dikarenakan karena pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan pembunuhan.
Namun, pelaku tersebut tidak berhati-hati dalam memberikan perintah mengenai
penggunaan gas air mata sehingga mengakibatnya hilangnya nyawa orang lain.

Para fugaha memberikan alasan tentang hukuman atas pembunuhan tidak
sengaja. Berkenaan dengan masalah ini, mereka menetapan dua prinsip, yaitu:

a. Setiap orang yang membawa kemudharatan kepada orang lain harus
bertanggung jawab. Jika mungkin, dia harus menghindarkannya.
Seseorang dianggap mampu mencegahnya, jika ia tidak dapat
mencegahnya secara mutlak, maka ia tidak dapat diberi sanksi.

b. Segala perbuatan yang tidak diizinkan secara syara’ dan perbuatan itu
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dilakukan juga tanpa adanya darurat yang nyata, maka pelakunya
dianggap melakukan kesengajaan dan harus mempertanggungjawabkan
akibat, baik ia mampu mencegahnya ataupun tidak.

Jadi, dalam hal ini jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak dilarang
namun mengakibatkan sesuatu yang dilarang, maka pertanggungjawaban
dibebankankarena ketidak hati-hatian atau kelalain pelaku dalam mengendalikan
perbuatan tersebut. Seperti halnya contoh yang dijelaskan pada kasus kematian
supoter bola di Stadion Kanjuruhan.

Dan mengenai ancaman hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak
sengaja dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi 3 yaitu : hukuman pokok,
hukuman, hukuman pengganti dan hukuman tambahan.hukuman pokok dalam
pembunuhan tidak sengaja adalah diyat dan kaffarat. Sedangkan hukuman
penggantinya adalah puasa dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak
waris dan hak mendapat wasiat.

Pembunuhan tidak sengaja seperti misalkan pada kasus Stadion
Kanjuruhan yang tanpa sengaja terdapat akibat yang menyebabkan kematian yang
terkena dampak dari gas air mata tersebut, maka baginya tidak dikenakan Hukum
gishash apabila motif terjadinya tersebut disebabkkan ketidak sengajaan. Namun,
hanya dikenakan hukuman diyat atau denda 100 ekor unta yang ditimpakan
kepada keluarga si pelaku tersebut serta boleh di angsur selama tiga tahun. Hal
tersebut diberlakukan seseuai dengan Ketentuan diyat yang ada di dalam Hukum

pidana Islam yang didasarkan kepada nash al-Qur’an dan hadis.
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Hukuman diyat disyari’atkan dalam syariat Islam berdasarkan dalil dari al
Qur‘an, Sunnah dan ijma’. Di antara dalil dari al-Qur‘an adalah firman Allah
Azza wa Jalla dalam surah al-Bagarah/2:178, yang berbunyi:

G it A (a4l 205 1A s Saally 210l 43) el

Artinya: “Maka barangsiapa yang mendapat suatu permaafan dari saudaranya,
hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf
dengan cara yang baik pula”.

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas. Adapun besarnya
adalah seratus ekor unta untuk setiap jiwa muslim pria. Dalam Sunan An-Nasa’i
4.871, diriwayatkan bahwa Nabi shallallah ‘alaih wa sallam menulis dalam surat
beliau:

o ol A G )
Artinya: “Diyat nyawa adalah seratus ekor unta. ”

Ibnu Hibban dan al-Hakim menghukumi shahih hadis ini, dan Al-Albani
melemahkannya. Namun kandungan hadis ini disepakati oleh seluruh ulama,
sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi’i, Ibnul Mundzir, dan Ibnu Abdil Barr (Al-
Umm, 12:379, Al-Isyraf, 2:133, dan At-Tamhid 17:381).

Sedangkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja jika
benar-benar murni unsur ketidak sengajaan, maka pelaku cukup menjalankan
hukuman diyat dan kaffarat. Sedangkan cara pembayaran diyat pembunuhan
tidak sengaja ini adalah dibagi lima, yaitu 20 ekor unta betina berumur 1-2 tahun,

20 ekor unta jantan berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2-3 tahun, 20
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ekor unta berumur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta berumur 4-5 tahun.

Menurut Wahbah Zuhayli, pembunuhan tidak disengaja adalah
pembunuhan yang terjadi dengan tidak memilki niat untuk membunuh,* seperti
halnya yang terjadi pada kasus kematian suporter di Stadion Ksanjuruhan, para
tersangka tidak memilki niat untuk melakukan pembunuhan apalagi dengan
memakan banyak korban. Menurut Maraghi, pembunuhan tidak disengaja adalah
suatu perbuatan pembunuhan yang toidak dimaksudkan pelaku atau dalam
maksud salah tindakan atau sasaran utama yang pada umumnya tidak ingin
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. *

Berdasarkan pada analisis mengenai pembunuhan tidak disengaja dalam
Kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan, terdapat ruang lingkup
pembunuhan yang disebutkan dalam Tafsir Ahkam yang dikemukakan oleh Lilik
Ummu Kaltsum®’, yaitu:

1. Sengaja membunuh tapi tidak bermaksud pada korban Artinya, sebuah
perbuatan yang dimaksudkan untuk membunuh seseorang tapi yang
terbunuh justru orang lain. Pembunuhan ini terjadi karena salah
sasaran dan tidak dimaksudkan oleh pelaku. Korban yang terbunuh
bukan orang yang menjadi target pembunuhan. Ada dua kemungkinan

yang bisa terjadi dalam konteks kesengajaan ini. pertama,

> Wahbah Zuhayli, Tafsir Al Munir fi al-‘agidah wa al-Syari”’ah wa al-manhaj, (
Jakarta: Gema Insani, 2016), 209.

% Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi Juz V, (Kairo: syirkah maktabah
musthafa al-Bab al-Halabi, 1946), 120.

" Lilik Ummi Kaltsum dan Adb Mogsith Ghazali. Tafsir Ankam, (Jakarta: UIN Press,
2015), 141-144.
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kesengajaan yang tidak dibenarkan, yakni pembunuhan dilakukan
secara sengaja dan melanggar hukum yang ditujukan kepada orang
tertentu tapi sasaran yang menjadi korban justru orang lain. Kedua,
kesengajaan yang dibenarkan, yakni pembunuhan yang dilakukan
untuk melaksanakan tugas pembunuhan yang memang sah menurut
hukum. Hal ini terjadi pada dua kemungkinan. Pertama: Dalam
menjalankan tugas perang, seperti bermaksud membunuh musuh tapi
salah sasaran kepada orang di pihaknya, dan kedua: dalam melakukan
eksekusi terhadap orang yang dihukum dengan hukuman mati.
Eksekusi mati bisa dilaksanakan kepada orang yang telah melanggar
aturan tertentu tapi eksekusi yang dijalankan salah sasaran kepada
orang lain seharusnya tidak berhak dihukum mati. Para mufassir
menjelaskan bahwa orang yang berhak menerima hukuman mati
adalah orang vyang telah melakukan pelanggaran tertentu
sebagaimana dijelaskan sebelumnya vyaitu, pertama: Kkarena
membunuh dengan sengaja sehingga harus di gisas kedua: karena
murtad dan ketiga: karena melakukan perzinahan secara muhsan
sehingga harus dirajam.

Keliru dalam bermaksud tapi sengaja dalam berbuat. Artinya: setiap
tindakan yang dilakukan secara sengaja tapi tidak dimaksudkan untuk
membunuh korban adalah termasuk kategori pembunuhan tidak

sengaja. Perbuatan semacam ini biasanya menggunakan alat yang pada
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umumnya tidak menyebabkan kematian korban. Seperti alat ringan
atau alat yang tidak tajam yang tidak sampai melukai korban.hal ini
bisa terjadi pada dua kemungkinan. Pertama, perbuatan dalam bentuk
penganiayaan atau tidak dibenarkan secara hukum dengan
menggunakan alat ringan atau alat bukan senjata. Kedua. Perbuatan
yang diniatkan untuk mendidik seperti tindakan yang dilakukan oleh
seorang guru kepada anak didik atau orang tua kepada anaknya untuk
tujuan mendidik. Sebagian musafir memandang perbuatan semacam
diatas tergolong pembunuhan semi sengaja (Sybh al-'’Amd), khususnya
bagi ulama yang menetapkan tigaklasifikasi pembunuhan. Pertama:
pembunuhan sengaja (al-Qatl al- 'Amd), kedua: pembunuhan tidak
sengaja/keliru (Qatl al-khata'), danketiga: pembunuhan semi sengaja
(Sybh al-'Amd). Misalnya pada kasus yang terjadi dalam kematian
suporter di Stadion Kanjuruhan. Kilasifikasi ini didasarkan pada
sebuah hadis Nabi SAW:

"Ingat, bahwa orang yang terbunuh karena keliru yang
menyerupai sengaja adalah orang yang dibunuh menggunakan
tongkat. Di dalamnya ada kewajiban menebus seratus unta.” (HR. Al-
Nasa'i).

Tidak sengaja dalam berbuat dan bermaksud kadangkala sebuah
tindakan pembunuhan terjadi di luar kesengajaan pelakunya bahkan

tindakan tersebut sama sekali tidak pernah direncanakan atau
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dimaksudkan untuk menganiaya orang lain. Misalnya, seseorang
terjatuh dari ketinggian kemudian menimpa orang lain di bawahnya
hingga meninggal dunia. Kejatuhannya dari atas bukan keinginannya
dan menimpa orang lain hingga meninggal juga tidak
dimaksudkannya. Contoh lain adalah seseorang yang menggali sumur
lalu ada orang lain tercebur ke dalamnya, atau seseorang meletakkan
batu di jalan kemudian batu itu menyebabkan orang lain meninggal.
Tindakan semacam ini dinilai para ulama sebagai bukan pembunuhan
karena orang yang menggali sumur dan orang yang meletakkan batu
tersebut sama sekali, tidak memiliki niat untuk mencederai apalagi
membuat orang lain terbunuh karena perbuatan tersebut.
Ketidaksengajaan semacam di atas juga bisa terjadi pada orang lupa
atau orang yang sedang tidur. Karena itu, kematian seseorang yang
terjadi akibat perbuatan mereka dianggap sebagai kategori
pembunuhan Kkeliru, sebab ia tidak bermaksud sama sekali hal itu
terjadi. Namun sebagian mufasir menilai kasus semacam ini tidak
dianggap sebagai pembunuhan baik dalam kategori sengaja maupun
tidak sengaja atau keliru.

Pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai
mukallaf Setiap tindakan yang menyebabkan seseorang meninggal
dunia juga tidak dianggap sebagai pembunuhan sengaja jika tindakan

tersebut dilakukan oleh seorang anak yang belum masuk usia



64

mukallaf. Meskipun seseorang bermaksud melakukan pembunuhan
tapi orang tersebut masuk masih tergolong anak-anak, maka tindak
pembunuhan tersebut tetap dipandang sebagai pembunuhan Kkeliru,

sehingga tidak bisa diterapkan hukuman gisds terhadap pelaku.



BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai tinjauan Tinjauan Hukum
Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kematian
Suporter di Stadion Kanjuruhan Dalam Ketentuan Hukum Pasal 359 KUHP, maka
dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus kematian suporter di
Stadion Kanjuruhan berdasarkan ketentuan hukum terjerat dalam pasal
359 KUHP karena menyebabkan orang lain meninggal dunia, dengan
ancaman penjara selama 5 tahun dan ancaman kurungan selama 1 tahun.

2. Hukum pidana islam terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kasus
kematian suporter di Stadion Kanjuruhan termasuk pada pembunuhan
tidak disengaja (al-gathl al-khata’). Maka baginya tidak dikenakan
Hukum qishash karena motif terjadinya tersebut disebabkkan ketidak
sengajaan. Namun, hanya dikenakan hukuman diyat atau denda 100 ekor
unta yang ditimpakan kepada keluarga pelaku tersebut serta boleh
diangsur selama tiga tahun.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas hasil penelitian dan pembahasan, maka
saran yang dapat disampaikan, yaitu sebagai berikut:
1. Diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk selalu

menerapkan jiwa keadilan dalam setiap penanganan kasus,
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khususnya pada kasus kematian atau tindak pidana yang
menyebabkan kematian orang lain.

. Kepada masyarakat selanjutnya agar lebih bijak dalam
memposisikan diri sebagai suporter sepak bola, dengan terus
menjungjung ketertiban dan keamanan bersama, sehingga ke
depannya kasus kematian pada suporter dapat dihindari dan tidak
terulang kembali.

. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih baik lagi
melakukan analisis terutama terkait dengan pertanggungjawaban

pada kasus kematian suporter.
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